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ABSTRAK

Pendidikan politik menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang
paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Partai politik
sebagai pilar demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan
pendidikan politik, bukan hanya untuk kader internal tetapi juga untuk masyarakat
umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik. Di Kota Yogyakarta, PDI-P yang meraih suara terbanyak
dalam Pemilu 2024 menjalankan berbagai program pendidikan politik seperti
sekolah partai, pelatihan kader berjenjang, diskusi publik, penyuluhan, dan
pendidikan politik berbasis digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana PDI-P Kota
Yogyakarta menjalankan amanat undang-undang tersebut dan sejauh mana
efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus PDI-P
Kota Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, dan literatur terkait. Untuk menganalisis efektivitas
implementasi pendidikan politik, penelitian ini menggunakan teori efektivitas
hukum dari Soerjono Soekanto dan teori maslahah mursalah dari perspektif
hukum Islam. Kedua teori ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan
pendidikan politik sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah
program tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI-P Kota Yogyakarta telah
menjalankan pendidikan politik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun
2011. Program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam
meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan akar rumput
dan generasi muda. Namun demikian, angka golput di Kota Yogyakarta yang
mencapai 35% menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara upaya yang
dilakukan dengan hasil yang diharapkan. Dari sudut pandang maslahah mursalah,
pendidikan politik merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan publik dengan
membentuk warga negara yang sadar hukum dan aktif dalam demokrasi. Karena
itu, pendidikan politik tidak boleh hanya dijadikan alat untuk kepentingan pemilu
semata, melainkan harus menjadi instrumen untuk membangun karakter bangsa
dan memperkuat budaya demokrasi yang sehat.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, PDI-P, Kota Yogyakarta, Efektivitas Hukum,
Maslahah Mursalah, Partisipasi Politik, Golput, Demokrasi.



ABSTRACT

Political education is key to forming a society that understands its rights
and obligations in state life. Political parties, as pillars of democracy, have a
significant responsibility to conduct political education, not only for internal
cadres but also for the general public, as mandated by Law Number 2 of 2011 on
Political Parties. In Yogyakarta City, PDI-P, which won the most votes in the
2024 General Election, runs various political education programs such as party
schools, tiered cadre training, public discussions, outreach programs, and digital-
based political education. This research examines how PDI-P Yogyakarta City
implements this legal mandate and the extent of its effectiveness in raising public
political awareness.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative
approach. Primary data was collected through interviews with PDI-P Yogyakarta
City officials, while secondary data was obtained from books, journals,
legislation, and related literature. To analyze the effectiveness of political
education implementation, this research uses Soerjono Soekanto's theory of legal
effectiveness and the maslahah mursalah theory from an Islamic law perspective.
Both theories are used to examine whether the implementation of political
education complies with applicable legal norms and whether the program brings
benefits to society.

The research findings show that PDI-P Yogyakarta City has conducted
political education in accordance with the provisions of Law No. 2 of 2011. The
programs implemented have had a positive impact on increasing public political
awareness, especially among grassroots communities and the younger generation.
However, the abstention rate in Yogyakarta City, which reaches 35%, indicates
that there is still a gap between the efforts made and the expected results. From
the maslahah mursalah perspective, political education is an effort to realize
public welfare by forming citizens who are legally aware and active in
democracy. Therefore, political education should not merely be used as a tool for
electoral purposes, but must serve as an instrument for building national
character and strengthening a healthy democratic culture.

Keywords: Political Education, PDI-P, Yogyakarta City, Legal Effectiveness,
Maslahah Mursalah, Political Participation, Abstention (Golput), Democracy.
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MOTTO

“Lelah itu pasti namun menyerah bukanlah solusi.”

“Pergi, perbaiki, datang, dan menangkan.”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Partai Politik sendiri berdiri dengan adanya kepercayaan bahwa mereka
memiliki kesamaan visi,misi, dan tujuan yang sama dimana dengan hal tersebut
diharapkan bisa mewakili memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara
melalui proses politik. Adapun Miriam Budiarjo seorang tokoh ilmuwan politik
dan akademisi Indonesia yang dalam bukunya mendefinisikan mengenai partai
politik beliau menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita
yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka .”

! Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1). Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

? Budiardjo,Dasar-Dasar IImju Politik, Yogyakarta;PT Gramedia(1992),Hal.403-404.



Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan unsur utama dimana
anggota partai politik lah yang akan menduduki kursi legislatif yaitu DPR yang
menjadi wadah serta sarana masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka
dalam menciptakan kebijakan ataupun dalam menanggapi kebijakan-kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran
masyarakat akan hak dan kewajiban politik menjadi hal yang sangat mendasar
agar dapat terpilih pemimpin yang berintegritas sehingga mampu mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan
rakyat
Dalam Undang-Undang kepartaian dijelaskan partai politik memiliki beberapa
fungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.?

® Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1). Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.



Pentingnya pemberian pemahaman terhadap anggota politik dan
masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam politik sangat lah dibutuhkan dari
hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam membantu masyarakat dalam
menyadarkan akan pentingnya masyarakat dalam andil setiap kebijakan
pemerintah, sebagaiamana yang telah dijelaskan di atas partai politik memiliki
fungsi Pendidikan Politik di mana program ini merupakan tugas dan fungsi partai
politik yang telah diamanatkan dalam undang-undang dalam upaya menyadarkan
akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun
kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang efektif dapat
membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat institusi politik.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan telah mengatur tentang pentingnya pendidikan politik dalam
masyarakat. Partai politik sebagai salah satu institusi politik memiliki peran
penting dalam melaksanakan pendidikan politik. Salah satu yang melaksanakan
tugas tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota
Yogyakarta, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki
komitmen untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. PDI-P telah
memiliki pengalaman panjang dalam membangun kesadaran politik masyarakat
dan memiliki struktur organisasi yang kuat untuk melaksanakan pendidikan
politik. Partai PDI-P sendiri merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak

dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



dalam pemilihan umum legislatif provinsi Kota Yogyakarta pada tahun 2024,

Berikut Rekapitulasi Suara

Jumlah
No. Nama Partai Politik Jumlah Suara
Kursi
1 | Partai Kebangkitan Bangsa 13.003 2
2 | Partai Gerindra 32.505 5
3 | PDI Perjuangan 68.014 11
4 | Partai Golkar 12.896 5
5 | Partai NasDem 11.161 4
6 | Partai Buruh 2.782 -
Partai Gelombang Rakyat 1.293 -
! Indonesia
8 | Partai Keadilan Sejahtera 33.025 5
9 | Partai Kebangkitan Nusantara 184 -
10 | Partai Hati Nurani Rakyat 458 -
11 | Partai Garda Republik Indonesia 356 -
12 | Partai Amanat Nasional 26.674 4
13 | Partai Bulan Bintang 712 -
14 | Partai Demokrat 4.590 -
15 | Partai Solidaritas Indonesia 1.862 -




16 | Partai PERINDO 2.167 -

17 | Partai Persatuan Pembangunan 1.612 4

24 | Partai Ummat 6.611 -
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai 245.410" 40
Politik

Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Dapil 1 Kota Yogyakartra
PDIP berhasil meraih suara terbanyak Serta Partai PDI Perjuangan pada pemilihan
tersebut tidak memiliki koalisi namun mereka berhasil mendapatkan perolehan
suara terbanyak.

Namun kurang minat dan sadarnya masyarakat akan hak dan
kewajibannya dalam menyuarakan suaranya di Daerah Kota Yogyakarta termasuk
terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana disampaikan oleh
Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samodro,

“ fenomena angka golput di wilayah di perkotaan ini terjadi juga di
seluruh indonesia. Meski demikian, diakuinya angka partisispasi pemilih difabel
Jjustru meningkat.” >
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil presentase angka golput Dikota Provinsi
Yogyakarta dimana dengan golput tertinggi pada wilayah Kota Yogyakarta

dengan presentase 35%, Gunung Kidul sebanyak 25,49% , Sleman 23,43% ,

Bantul 22,35% , serta terendah pada KPU Kulon Progo sebesar 20,74% .

* KPU DIY,”Pengumuman Salinan Keputusan KPU DIY Nomor 5 Tahun 2024 Tentang
Penetepan Hasil Pemilu Anggota DPRD DIY Tahun 2024”. Diakses Dari Https://Diy.Kpu.Go.Id,
Diakses Pada 30 Mei 2025.

> Kumparan. (2024). Angka Golput Di DIY Dalam Pilkada 2024 Capai 25 Persen,
Tertinggi Di Kota Yogya. Https://Kumparan.Com/Pandangan-Jogja/Angka-Golput-Di-Diy-Dalam-
Pilkada-2024-Capai-25-Persen-Tertinggi-Di-Kota-Yogya-242zjg4oc9p/Full , Diakses Pada 5 Juni
2025



https://diy.kpu.go.id/
https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-golput-di-diy-dalam-pilkada-2024-capai-25-persen-tertinggi-di-kota-yogya-242ZJg4oC9p/full
https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-golput-di-diy-dalam-pilkada-2024-capai-25-persen-tertinggi-di-kota-yogya-242ZJg4oC9p/full

Adanya pendidikan politik yang dilaksanakan partai harus dimaksimalkan
bukan sebagai hanya sarana dalam mencari kader ataupun ajang pencarian suara
dalam ajang pemilihan namun harus mampu berdampak besar pada masyarakat
dalam membantu pemerintah menyadarkan mereka dalam hak dan kewajiban
mereka.Seharusnya penting pendidikan politik tersebut yang merupakan hak
mereka untuk menjadi bekal dalam menjalankan fungsi politiknya. Terkait dengan
fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang diatur pada
pasal 11 ayai (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa
perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta telah menjalankan fungsi pendidikan
politiknya, baik di kalangan struktural partai maupun masyarakat umum, setelah
keberhasilan mereka memenangkan Pemilu Legislatif Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2024. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul ¢
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(STUDI PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-

PERJUANGAN KOTA YOGYAKARTA) >’

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat

Menarik pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :



1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pendidikan partai politik oleh Partai
Demokrasi Perjuangan Indonesia Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai PDI Perjuangan Kota
Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pasrtisipasi masyarakat

perspektif maslahah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan

pendidikan politik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa Memberikan kontribusi
dalam pengembangan kajian ilmu politik dan hukum dalam ruang lingkup
Hukum Tata Negara, khususnya mengenai implementasi Undang-Undang
No. 2 Tahun 2011 terkait fungsi partai politik dalam menyelenggarakan
pendidikan politik. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya
yang tertarik mengkaji topik serupa, baik dari aspek hukum maupun

implementasi praktis partai politik dalam pendidikan politik.



b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan Bagi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta, penelitian ini dapat
menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program
pendidikan politik, serta bagi masyarakat, penelitian ini dapat
memberikan pemahaman mengenai sejauh mana partai politik berperan

dalam pendidikan politik sesuai amanat undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna
mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping
itu untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
akan dilakukan. Berikut peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah

dilakukan yang berkaitan:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Jannah (2019, Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang) dengan judul “Implementasi
Pendidikan Partai Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi
Politik””® membahas mengenai implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan
oleh beberapa partai politik di Kota Semarang, yaitu DPD PKS, DPC Partai
Gerindra, DPD Partai Demokrat, dan DPC PDIP, yang bertujuan agar masyarakat

memiliki kesadaran politik sehingga tidak hanya dijadikan objek kepentingan

® Raudlatul Jannah, Implementasi Pendidikan Partai Politik Oleh Partai Politik Dalam
Mewujudkan Partisipasi Politik (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
Semarang, 2019)



partai, melainkan juga sebagai bagian penting dalam kepentingan negara.
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah implementasi
pendidikan politik oleh partai politik dengan tujuan meningkatkan kesadaran
politik masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, di
mana penelitian Raudlatul Jannah menggunakan beberapa partai di Kota
Semarang, sementara skripsi ini hanya berfokus pada PDI Perjuangan Kota

Yogyakarta dengan penekanan pada amanat UU No. 2 Tahun 2011.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammada Daffa Daud (2018, Fakultas
[Imu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta) dengan judul “Partai Politik dan Pendidikan Politik: Studi Atas Program

" membahas

Pendidikan Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan,’
pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar Tangerang
Selatan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di legislatif pada tahun
2018, di mana dalam praktiknya Golkar melaksanakan sepuluh kali kegiatan
pendidikan politik, namun hasilnya belum optimal karena masih banyak
masyarakat yang enggan berpartisipasi akibat adanya pandangan bahwa politik
hanya menguntungkan kalangan elite. Persamaan dengan penelitian ini adalah
sama-sama meneliti implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai
politik, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, di mana

penelitian Muhammada Daffa Daud berfokus pada Partai Golkar Tangerang

Selatan dengan penekanan pada kendala partisipasi masyarakat, sementara skripsi

" Muhammada Daffa Daud, Partai Politik Dan Pendidikan Politik: Studi Atas Program
Pendidikan Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan (Skripsi, Fakultas llmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2018.
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ini menitikberatkan pada PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta dengan mengaitkan

pelaksanaan pendidikan politik pada amanat UU No. 2 Tahun 2011.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, dan
Cerah Hati (2021, Universitas UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi),® menjelaskan
bahwa tujuan pendidikan politik partai sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2
Tahun 2011 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai upaya
menciptakan masyarakat yang sadar politik dalam kerangka negara demokratis.
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa rendahnya
minat masyarakat serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan
pendidikan politik oleh partai. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama
menjadikan UU No. 2 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pendidikan politik,
sementara perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana jurnal ini
bersifat umum tanpa fokus pada partai tertentu, sedangkan skripsi ini meneliti

implementasi pendidikan politik oleh PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Edwin Nurdiansyah (2020, Universitas
Sriwijaya) dengan judul “Implementasi Pendidikan Politik bagi Warga Negara
dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia,” °menekankan
pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artikel ini
menyoroti bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang politik akibat

kurangnya sosialisasi dapat berujung pada ketidakdewasaan dalam berpartisipasi,

8 Laila Azmi, Syamsul Muarif Batubara, Dan Cerah Hati, Implementasi Pendidikan Politik
Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Jurnal,
Universitas UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi) 2021.

® Edwin Nurdiansyah, Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam
Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia Universitas Sriwijaya 2020.
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bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ancaman terhadap stabilitas
nasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas
pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat,
sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Edwin Nurdiansyah lebih
menyoroti risiko ketidakdewasaan politik secara nasional, sementara skripsi ini
berfokus pada implementasi pendidikan politik PDI Perjuangan di tingkat lokal,

yaitu Kota Yogyakarta

Kelima Jurnal oleh Abror Mardatila dkk, (2023, Universitas Jambi),
berjudul “Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Menghadapi
Tantangan Globalisasi Melalui Pendidikan Politik,”™ menyatakan bahwa
pendidikan politik yang efektif dapat memperkuat kesadaran warga negara akan
hak dan kewajiban politik sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi
tantangan globalisasi melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi.
Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat pendidikan politik
sebagai instrumen penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat.
Perbedaannya terletak pada cakupan dan pendekatan: studi ini bersifat makro dan
fokus pada digitalisasi pendidikan politik dalam konteks global, sedangkan skripsi
ini berfokus secara mikro pada implementasi oleh partai politik (PDI-Perjuangan)

di Kota Yogyakarta sesuai UU No. 2 Tahun 2011.

E. Kerangka Teori
1. Teori Evektifitas Hukum

9 \Wangsih, R. Nina Karina, Dan Annisa Ramadhan, Pendidikan Politik Oleh Partai Politik
Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di
Kabupaten Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia 2022.
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Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana
suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku dan dilaksanakan dengan
baik dalam masyarakat. Teori ini penting untuk menilai apakah sebuah
hukum hanya sebatas aturan normatif, atau benar-benar mampu mewujudkan
perubahan sosial yang diinginkan.

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum adalah sejauh
mana suatu hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur dan
memengaruhi perilaku masyarakat. Efektivitas suatu hukum tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh seberapa besar
hukum itu dilaksanakan oleh pelaku hukum dan ditaati oleh masyarakat yang
menjadi objek hukum tersebut.™

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang
memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a. Hukum itu sendiri, yang menyangkut isi atau substansi aturan.

b. Penegak hukum, yaitu pihak yang secara langsung terlibat dalam
penerapan hukum.

c. Sarana atau fasilitas, seperti institusi hukum, anggaran, dan SDM.

d. Masyarakat, yaitu pihak yang dipengaruhi atau menjadi objek penerapan
hukum.

e. Budaya hukum, yaitu kesadaran hukum dan nilai-nilai hukum dalam

masyarakat.?

1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 1981), HIm. 5.

12 1hid., HIm. 8-11.
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2. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah sebuah teori dalam ushul figh (ilmu prinsip
hukum islam) vyang merujuk pada penetapan hukum berdasarkan
kemaslahatan (manfaat umum) yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam
Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, maupun qiyas, tetapi tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Imam al-Ghazali, Maslahah Mursalah adalah usaha untuk
meraih manfaat dan menghindari kerugian demi menjaga tujuan syariat.
Penilaian terhadap manfaat didasarkan pada tujuan syariat, yang memiliki
sifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu manusia.
Namun, dalam situasi tertentu, suatu fenomena hukum yang dianggap
bermanfaat oleh manusia karena sejalan dengan keinginan mereka, bisa saja
bertentangan dengan maksud atau tujuan syariat.®* Jika melihat dari segi
kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, beberapa ulama usul figh
membagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Al-Maslahah adh-Dharuriyyah
Al-Maslahah adh-Dharuriyyah vyaitu kemaslahatan  yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu Memelihara agama,
Memelihara  jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan
Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-

mashalih al-khamsah, atau adh dharuriyyat al-khamsah.

¥ Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 2:1 (2018), HIm. 2.
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b. Al-Maslahah al-Hajiyah
Al-Maslahah al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan
dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya
yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara
kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi
keringanan meringkas (gasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang
sedang musafir; dalam bidang mu’amalah dibolehkan berburu binatang
dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli
pesanan (bay’ al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara’ah) dan
perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari’atkan Allah untuk
mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsahdi atas.
c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah
Al-Maslahah at-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

sebelumnya.**

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, di
mana data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus
DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota
Yogyakarta mengenai implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan

partai. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan kajian normatif

% 1bid., HIm. 3-4.
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yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik dengan temuan empiris yang diperoleh dari praktik pendidikan

politik oleh partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
penelitian ini bersifat kualitatif, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk
menyajikan realitas empiris di balik fenomena politik dengan lebih mendalam
dan terperinci. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan pengurus DPC PDI
Perjuangan Kota Yogyakarta digunakan untuk menggambarkan bagaimana
pendidikan politik dilaksanakan dan bagaimana partai mengimplementasikan
amanat undang-undang dalam konteks lokal.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian berfokus pada implementasi pendidikan politik yang dilaksanakan
oleh partai PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan menjadikan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2011 sebagai acuan dalam melihat kesesuaian dalam
pelaksanaannya.
4. Sumber Data
a. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang
mengatur partai politik.
b. Literatur llmiah: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang
implementasi pendidikan politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun
2011.
c. Ushul Fikih: Dalam penelitian ini cabang ilmu ushul fikih yang dipakai

yaitu maslahah mursalah.
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5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung melalui tanya
jawab dengan Pengurus Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta dalam memperoleh kejelasan data. Dalam wawancara yang
dilakukan menggunakan bantuan data dan daftar pertanyaan yang telah
disiapkan, selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara sistematis
di dalam penelitian ini.

6. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif, dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara dengan
pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, kemudian dianalisis
secara deskriptif untuk menekankan makna, narasi, dan pemahaman
mendalam, serta menggambarkan secara sistematis bagaimana
pendidikan politik dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami
dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga
menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya

secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:
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BAB | PENDAHULUAN, pendahuluan yang terbagi menjadi tujuh bagian yang
disusun secara berurutan, vyaitu, latar belakang
munculnya isu yang diangkat dan diteliti, menjelaskan
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang
menguraikan sumber atau data yang digunakan sebagai
referensi penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan
teori yang diterapkan, metode penelitian yang
menguraikan metode yang akan digunakan, dan
terakhir, sistematika pembahasan yang menjelaskan
struktur penelitian.

BAB Il KAJIAN TEORI, pada bab ini memaparkan teori yang dipakai dalam
penelitian penulis, yaitu : teori maslahah mursalah dan
teori evektifitas hukum.

BAB 111 TINJAUAN UMUM, bab Il ini menguraikan secara detail tinjauan
pustaka tentang profil partai PDI Perjuangan,
pendidikan politik menurut Undang-Undang No.2
Tahun 2011, dan fenomena tingginya angka golput di
Kota Yaogyakarta.

Bab IV PEMBAHASAN bab ini akan mengupas dan menjelaskan mengenai
rumusan permasalahan yaitu, bagaimana implementasi
pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogykarta serta

Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai PDI
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Perjuangan Kota Yaogyakarta dalam meningkatkan
kesadaran hukum dan pasrtisipasi masyarakat
perspektif maslahah mursalah dengan menggunakan
teori evektifitas hukum dan perspektif maslahah
mursalah.

BAB V, KESIMPULAN bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari
semua Yyang telah penulis teliti dan saran yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi

pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota

Yogyakarta serta dianalisis dalam kerangka teoritis maslahah mursalah, maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif yang merangkum temuan utama

penelitian ini.

1.

Implementasi pendidikan politik olen PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik. Pendidikan politik diposisikan sebagai strategi
konkret untuk membangun kesadaran politik masyarakat, memperkuat
ideologi partai, dan meningkatkan keterlibatan aktif kader serta masyarakat.
Pelaksanaannya terbagi dalam dua ranah: pendidikan internal melalui
sekolah partai, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi kampanye; serta
pendidikan eksternal melalui diskusi, penyuluhan, dan media digital.
Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi ini
efektif karena memenuhi lima indikator: substansi hukum yang jelas,
pengurus partai yang aktif, fasilitas pendukung yang memadai, kesadaran
hukum masyarakat yang terbentuk, dan budaya hukum yang berkembang
hingga akar rumput. Keberhasilan tercermin pada perolehan suara terbanyak

PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 di Kota Yogyakarta tanpa koalisi.
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2. Dari perspektif maslahah mursalah, pendidikan politik PDI Perjuangan Kota
Yogyakarta merupakan wujud kemaslahatan publik yang sejalan dengan
magashid al-syari‘ah. Program ini berkontribusi menjaga lima prinsip dasar:
menjaga agama (hifz al-din) melalui internalisasi Pancasila yang selaras
dengan ajaran agama; menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui kesadaran
stabilitas politik; menjaga akal (hifz al-'agl) dengan pendidikan yang
mencerdaskan dan menangkal hoaks; menjaga keturunan (hifz al-nasl)
melalui pewarisan budaya politik santun; dan menjaga harta (hifz al-mal)
dengan kesadaran pengawasan kebijakan publik. Pendidikan politik ini
terbukti meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.
Melalui pembinaan kader dan kegiatan publik, PDI Perjuangan berhasil
membangun Kkultur politik partisipatif berlandaskan hukum dan nilai
demokrasi, mewujudkan kemaslahatan umum berupa warga negara yang

sadar hak politik dan tanggung jawab konstitusional.

B. Saran

Di sisi eksternal, PDIP perlu memperluas jangkauan sasaran pendidikan politik
dengan fokus pada kelompok yang selama ini kurang terlibat secara aktif
dalam politik, seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas,
serta masyarakat marjinal di wilayah padat penduduk. Hal ini dapat dilakukan
melalui strategi digital yang lebih masif dan inovatif, seperti pengembangan
konten video edukatif, serial podcast bertema isu-isu kebijakan publik, serta
pemanfaatan media sosial interaktif yang sesuai dengan pola komunikasi

generasi milenial dan Gen Z. Dengan mengadaptasikan metode pendidikan
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politik terhadap dinamika masyarakat urban, diharapkan pesan-pesan politik
yang disampaikan tidak hanya terserap, tetapi juga mampu membentuk sikap

politik yang sadar, rasional, dan partisipatif.
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